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BAB I                                                                                                     

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang 

Hukum pidana merupakan instrumen hukum yang digunakan negara untuk 

melindungi kepentingan hukum masyarakat terhadap berbagai perbuatan yang 

dilarang oleh undang-undang. Melalui hukum pidana, negara menetapkan 

perbuatan-perbuatan yang dilarang beserta sanksi bagi pelakunya guna 

menciptakan ketertiban, kepastian hukum, dan keadilan bagi masyarakat.1 Salah 

satu aspek penting dalam hukum pidana adalah pertanggungjawaban pidana, karena 

seseorang hanya dapat dipidana apabila terbukti melakukan tindak pidana dan 

memiliki kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum.2 

Pertanggungjawaban pidana menjadi penting dalam proses peradilan pidana 

karena hakim harus menentukan hubungan antara perbuatan yang dilakukan 

terdakwa dengan kesalahan yang dapat dibebankan kepadanya.3 Dengan demikian, 

pertanggungjawaban pidana menjadi dasar yang sangat penting dalam proses 

penegakan hukum pidana karena berkaitan langsung dengan keadilan dalam 

penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana, hakim tidak hanya dituntut untuk 

memastikan terpenuhinya unsur tindak pidana, tetapi juga harus memberikan 

pertimbangan yang didasarkan pada fakta hukum dan ketentuan hukumm yang 

berlaku. 

 
     1 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Kencana, Jakarta, 2010, 

hlm. 23. 

     2 Roeslan Saleh, Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana, Ghalia Indonesia, 

Jakarta, 1982, hlm. 33. 
3 Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Rajawali Pers, 

Jakarta, 2015, hlm. 16. 
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Tindak pidana yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah 

tindak kekerasan. Kekerasan dapat diartikan sebagai tindakan yang menyebabkan 

efek negatif, baik pada kondisi fisik, mental, maupun integritas pribadi seseorang, 

dan bahkan bisa berujung pada kehilangan nyawa.4 Persoalan kekerasan menjadi 

lebih kompleks ketika terjadi dalam rumah tangga.  

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) memiliki ciri khas tersendiri 

karena berlangsung dalam konteks domestik yang didasarkan pada ikatan darah, 

pernikahan, atau hubungan hukum lainnya yang menempatkan individu-individu 

dalam satu lingkungan rumah tangga. Dalam banyak situasi, korban berada dalam 

posisi yang tidak aman, terutama istri, meskipun anggota keluarga lain juga bisa 

menjadi korban.5 Dampak yang muncul tidak hanya sifatnya individual, tetapi juga 

berpengaruh pada fungsi keluarga sebagai institusi sosial yang seharusnya 

memberikan perlindungan dan rasa aman bagi anggota keluarganya. Kondisi 

tersebut menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya menjadi 

persoalan hukum, tetapi juga menjadi persoalan sosial yang membutuhkan 

perhatian serius dari berbagai sektor, baik keluarga, masyarakat, maupun negara. 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dibentuk sebagai dasar hukum yang 

memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. 

Kehadiran undang-undang tersebut menunjukkan bahwa negara memandang 

kekerasan dalam rumah tangga bukan lagi sebagai persoalan privat yang hanya 

 
4 Eddy O.S Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 

2014, hlm. 121. 
5 Rika Saraswati, Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Citra 

Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 45. 
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dapat diselesaikan dalam lingkungan keluarga, melainkan sebagai tindak pidana 

yang memerlukan penanganan melalui sistem peradilan pidana.6  

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU PDKRT, kekerasan dalam rumah tangga 

meliputi setiap perbuatan yang mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, psikis, 

maupun penelantaraan rumah tangga, termasuk ancaman, pemaksaan, atau 

perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam rumah tangga. Pasal 5 UU 

PKDRT melarang setiap orang melakukan kekerasan dalam rumah tangga, 

sedangkan Pasal 44 mengatur mengenai kekerasan fisik dalam lingkup rumah 

tangga. Khusus terhadap kekerasan fisik yang mengakibatkan kematian korban, 

Pasal 44 Ayat (3) UU PKDRT menentukan bahwa pelaku dapat dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak Rp45.000.000,00.7 

UU No. 23 Tahun 2004 sendiri masih tercatat sebagai peraturan yang berlaku. 

Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa kekerasan fisik dalam rumah 

tangga yang mengakibatkan kematian memiliki konsekuensi pidana yang secara 

khusus diatur dalam UU PKDRT. Namun, dalam praktiknya, suatu perbuatan yang 

mengakibatkan kematian dalam lingkup rumah tangga dapat bersinggungan dengan 

ketentuan pidana lain, khususnya ketentuan mengenai pembunuhan dalam KUHP. 

Pasal 338 KUHP mengatur mengenai perbuatan dengan sengaja merampas nyawa 

orang lain, sedangkan Pasal 340 KUHP mengatur pembunuhan yang dilakukan 

dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu. Dengan demikian, ketika suatu 

perbuatan kekerasan dalam rumah tangga mengakibatkan kematian, penentuan 

 
6 Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan, Refika Aditama, 

Bandung, 2014, hlm. 15. 
7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 44 Ayat (3). 
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ketentuan pidana yang tepat tidak hanya berkaitan dengan pelaku dan korban, tetapi 

juga berkaitan dengan bagaimana fakta dan keadaan batin pelaku dinilai untuk 

menentukan konstruksi tindak pidan yang paling tepat diterapkan. 

Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 260/Pid.Sus/2024 

merupakan perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang 

mengakibatkan kematian dan menjadi objek dalam penelitian ini. Perkara tersebut 

melibatkan terdakwa Nasib Muhadi yang melakukan kekerasan terhadap istrinya, 

Ernawati, pada 14 Januari 2024 di dusun II Desa Cempedak Lobang, Kecamatan 

Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai. 8  Berdasarkan fakta yang terungkap 

dalam persidangan, peristiwa bermula dari pertengkaran antara terdakwa dengan 

korban. Setelah terjadi pertengkaran, terdakwa mengambil kabel cok sambung dari 

kamar anaknya, kemudian menunggu korban keluar dari kamar mandi. Ketika 

korban keluar, terdakwa menjerat leher korban dengan kabel menggunakan kedua 

tangannya hingga korban mengalami kesulitian bernapas dan akhirnya meninggal 

dunia.  

Perkara tersebut kemudian memiliki persoalan dalam konstruksi dakwaan 

dan penerapan ketentuan pidana. Penuntut umum menyusun dakwaan secara 

alternatif yang terdiri atas Pasal 340 KUHP, Pasal 338 KUHP, dan Pasal 44 ayat 

(3) UU PKDRT. Bentuk dakwaan alternatif memungkinkan hakim memilih salah 

satu dakwaan yang dianggap terbukti berdasarkan hasil pembuktian dipersidangan, 

sehingga hakim tidak harus membuktikan seluruh dakwaan secara kumulatif.9 Hal 

 
8 Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 260/Pid.Sus/2024/Pengadilan Negeri Srh. 
9 Andi Sofyan dan Abd. Asis, Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar, Kencana 

Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm. 176. 
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tersebut juga diakui dalam literatur hukum acara pidana bahwa pada dakwaan 

alternatif, masing-masing dakwaan pada prinsipnya saling mengecualikan dan haim 

dapat memilih dakwaan yang menurut hasil pembuktian paling sesuai dengan fakta 

hukum. 

Persoalan dalam perkara ini muncul pada tahap tuntutan dan pertimbangan 

hakim. Penuntut Umum dalam tuntutannya menyatakan terdakwa terbukti 

melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 338 KUHP dan menuntut terdakwa 

dengan pidana penjara selama 12 tahun. Sementara itu, Majelis Hakim tidak 

mengikuti konstruksi tersebut. Setelah menyatakan bahwa dakwaan Penuntut 

Umum berbentuk alternatif, Majelis Hakim menyatakan memilih langsung 

dakwaan alternatif ketiga yaitu Pasal 44 ayat (3) UU PKDRT. 

Hakim mempunyai kewenangan untuk menilai fakta dan alat bukti yang 

terungkap dalam persidangan serta menentukan ketentuan hukum yang diterapkan 

terhadap perbuatan terdakwa. Kewenangan tersebut tetap disertai kewajiban untuk 

memberikan pertimbangan hukum yang jelas dan memadai. Pasal 50 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 10 

menentukan bahwa putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar 

putusan juga harus memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang 

bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk 

mengadili. Ketentuan tersebut menempatkan pertimbangan hukum sebagai bagian 

penting dalam menunjukkan dasar hakim sampai pada suatu kesimpulan hukum. 

 
10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman, Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1). 
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Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum ketika Majelis Hakim 

memilih Pasal 44 ayat (3) UU PKDRT sebagai dasar pemidanaan, sementara itu 

tuntutan Penuntut Umum didasarkan pada Pasal 338 KUHP. Persoalan tersebut 

semakin penting untuk dianalisis karena fakta hukum dalam perkara menunjukkan 

adanya rangkaian perbuatan terdakwa sebelum korban meninggal dunia.11 

Ketiadaan uraian khusus mengenai Pasal 338 KUHP tidak serta-merta 

menunjukkan bahwa Majelis Hakim telah melakukan kesalahan dalam memutus 

perkara. Dakwaan yang diajukan Penuntut Umum berbentuk alternatif sehingga 

hakim pada dasarnya dapat memilih salah satu dakwaan yang dinilai terbukti 

berdasarkan fakta dan hasil pembuktian di persidangan.12 Persoalan yang perlu 

dikaji bukan terletak pada kewenangan hakim memilih salah satu dakwaan 

alternatif, melainkan pada dasar pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam 

menentukan Pasal 44 ayat (3) UU PKDRT sebagai ketentuan yang diterapkan 

terhadap terdakwa, terutama ketika Pasal 338 KUHP menjadi dasar tuntutan 

Penuntut Umum. 

Pasal 338 KUHP mengatur perbuatan dengan sengaja merampas nyawa 

orang lain, sedangkan Pasal 44 ayat (3) UU PKDRT mengatur perbuatan kekerasan 

fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban. Kedua 

ketentuan tersebut mempunyai karakteristik yang berbeda meskipun sama-sama 

dapat dikenakan terhadap perbuatan yang berakibat pada kematian seseorang. Pasal 

44 ayat (3) UU PKDRT secara khusus mensyaratkan adanya kekerasan fisik dalam 

 
11 Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Srh. 
12 Yudhistira, “Penggunaan Dakwaan Berbentuk Alternatif Dalam Pemeriksaan Perkara 

Pemalsuan Surat Di Pengadilan Negeri Bandung,” Verstek, Vol. 4, No. 2. 
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lingkup rumah tangga sebagai karakteristik tindak pidananya. 13  Perbedaan 

karakteristik tersebut menimbulkan kebutuhan untuk melihat bagaimana fakta 

hukum dalam perkara ditempatkan oleh hakim dalam menentukan ketentuan pidana 

yang digunakan. 

Persoalan tersebut juga berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana 

terhadap terdakwa. Penjatuhan pidana tidak hanya berkaitan dengan terbuktinya 

perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana, tetapi juga berkaitan dengan dapat 

tidaknya terdakwa dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan tersebut. Analisis 

pertanggungjawaban pidana mencakup kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, 

serta ada atau tidaknya alasan pembenar dan alasan pemaaf.14 Penentuan ketentuan 

pidana yang diterapkan oleh hakim menjadi bagian penting dalam menganalisis 

pertanggungjawaban pidana karena konstruksi tindak pidana yang dipilih menjadi 

dasar untuk menilai perbuatan terdakwa dan menjatuhkan pidana. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, penulis 

tertarik untuk mengkaji lebih lanjut penelitian ini dengan judul   

“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

Yang Menyebabkan Kematian (Studi Kasus Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/ 

Pengadilan Negeri Sei Rampah)”.  

 
13 Wisdom Emely Ante, Veibe V. Sumilat, dan Harly Stanly Muaja, “Kekerasan Fisik 

Dalam Rumah Tangga Mengakibatkan Matinya Korban (Pasal 44 Ayat (3) UU KDRT) Sebagai 

Ketentuan Khusus Terhadap Pembunuhan (Pasal 338 KUHP),” Lex Crimen, Vol. 13, No. 1, 2025. 
14 Roeslan Saleh, Pikiran-Pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana, Ghalia Indonesia, 

Jakarta, 1982, hlm. 33.  
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B.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kekerasan dalam 

rumah tangga yang menyebabkan kematian dalam putusan nomor 

260/Pid.Sus/2024 Pengadilan Negeri Sei Rampah? 

2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menentukan penerapan Pasal 

44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga berdasarkan Putusan Nomor 

260/Pid.Sus/2024/PN Sei Rampah? 

C.  Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana kepada 

pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan kematian studi 

kasus putusan nomor 260/Pid.Sus/2024/Pengadilan Negeri Sei Rampah. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam 

dalam menentukan penerapan Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

berdasarkan Putusan tersebut.  

D.  Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis 

maupun secara praktis : 

1. Secara teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum pidana, khususnya yang 
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berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kekerasan 

dalam rumah tangga yang menyebabkan kematian. 

2. Secara praktis, Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi aparat 

penegak hukum dalam menerapkan ketentuan hukum terkait pidana kekerasan 

dalam rumah tangga yang menyebabkan kematian, menambah pemahaman 

masyarakat mengenai akibat hukum dari perbuatan tersebut,  

E.  Ruang Lingkup Penelitian 

Rulalng lingkulp penelitialn ini terbaltals paldal alnallisis pertalnggulngjalwalbaln 

pidalnal terhaldalp pelalkul kekeralsaln dallalm rulmalh talnggal yalng menyebalbkaln 

kemaltialn sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (3) UU PKDRT. Penelitian ini 

difokuskan berdalsalrkaln Pultulsaln Pengaldilaln Negeri Sei Ralmpalh Nomor 

260/Pid.Suls/2024. Penelitialn ini menggunakan pendekaltaln hulkulm normaltif dengaln 

metode stuldi kalsuls paldal pultulsaln pengaldilaln yalng terjaldi di Kalbulpalten Serdalng 

Bedalgali paldal talhuln 2024. 

F.  Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan referensi, sarana 

perbandingan, dan untuk mengamati perbedaan dan inovasi dalam penelitian yang 

dilakukan. Beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Hasil penelitian Yusrat Afrizal Laia yang berjudul “Disparitas Putusan Hakim 

terhadap Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama-sama yang 
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mengakibatkan Kematian”. 15  Penelitian tersebut membahas pertimbangan 

hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana kekerasan secara 

bersama-sama yang mengakibatkan kematian serta faktor-faktor yang 

berkaitan dengan terjadinya disparitas putusan. Penelitian tersebut 

menguraikan pertimbangan yuridis dan non-yuridis hakim, termasuk 

pertimbangan mengenai dakwaan, keterangan saksi, keterangan terdakwa, 

sifat melawan hukum, serta ada atau tidaknya alasan pembenar dan alasan 

pemaaf. Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini karena 

sama-sama mengkaji pertimbangan hakim dalam perkara pidana yang 

mengakibatkan kematian serta memperhatikan aspek pertanggungjawaban 

pidana dalam menganalisis putusan. Perbedaannya terletak pada objek dan 

fokus permasalahan yang dikaji. Penelitian Yusrat Afrizal Laia berfokus pada 

disparitas putusan hakim terhadap tindak pidana kekerasan secara bersama-

sama berdasarkan Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, sedangkan penelitian ini 

berfokus pada pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kekerasan dalam 

rumah tangga yang mengakibatkan kematian serta pertimbangan hukum 

hakim dalam menentukan penerapan Pasal 44 ayat (3) UU PKDRT. 

2. Hasil penelitian Ferlinda Kristalia Septialn Pultri, Mulhalmmald Nalndal 

Chalnialgo, daln Noral Etiraldal yalng berjuldull “Tinjalulaln Kriminologis terhaldalp 

Sulalmi yalng Melalkulkaln Kekeralsaln dal lalm Rulmalh Talnggal (KDRT) terhaldalp 

 
15  Yusrat Afrizal Laia, “Disparitas Putusan Hakim terhadap Tindak Pidana Kekerasan 

Secara Bersama-sama yang Mengakibatkan Kematian”, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas 

Malikussaleh, 2025. 
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Istri sehinggal Menyebalbkaln Kemaltialn”.16 Penelitialn ini meneralpkaln metode 

yulridis empiris dengaln perhaltialn paldal kalsuls sulalmi yalng membalkalr istrinyal 

salmpali meninggall dulnial di Ballikpalpaln. Dallalm kalsuls tersebult, pelalkul 

dikenalkaln Palsall 351 alyalt (3) KULHP mengenali pengalnialyalaln yalng 

menyebalbkaln kemaltialn. Persalmalaln penelitialn ini dengaln penelitialn salalt ini 

terletalk paldal fokuls kaljialn mengenali pertalnggulngjalwalbaln pidalnal pelalkul 

kekeralsaln dallalm rulmalh talnggal yalng menyebalbkaln kemaltialn sertal dalsalr 

hulkulm yalng berkalitaln dengaln KULHP daln UU PKDRT. Perbedalalnnyal terletalk 

paldal penelitialn sebelulmnyal yalng meneralpkaln pendekaltaln kriminologis daln 

empiris yalng menekalnkaln falktor penyebalb sosiall, sedalngkaln penelitialn ini 

menggulnalkaln pendekaltaln yulridis normaltif yalng lebih memfokulskaln alnallisis 

hulkulm paldal Pultulsaln Nomor 260/Pid.Suls/2024/PN Sei Ralmpalh. 

3. Halsil penelitialn ALde Victor Mm Sialhalaln berjuldull “ALnallisis 

Pertalnggulngjalwalbaln Pidalnal Terhaldalp Pelalkul Tindalk Pidalnal Kekeralsaln 

Dallalm Rulmalh Talnggal yalng Menyebalbkaln Kemaltialn: Stuldi Kalsuls Pultulsaln 

Nomor: 445/Pid.B/2016/PN.Bks.”17 Menggulnalkaln metode yulridis normaltif 

dengaln pendekaltaln kalsuls terhaldalp pultulsaln Pengaldilaln Negeri Bekalsi 

mengenali kalsuls kekeralsaln dallalm rulmalh talnggal yalng mengalkibaltkaln 

kemaltialn. Halkim menjaltulhkaln hulkulmaln berdalsalrkaln Palsall 351 alyalt (3) 

 
16 Ferlinda Kristalia Septian Putri, Muhammad Nanda Chaniago, dan Nora Etirada, 

"Tinjauan Kriminologis Terhadap Suami Yang Melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

Kepada Istri Sehingga Menyebabkan Kematian", Jurnal Lex Suprema Vol II, No. 2, 2020, hlm. 50. 
17 Ade Victor Mm Siahaan, “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak 

Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Menyebabkan Kematian: Studi Kasus Putusan 

Nomor: 445/Pid.B/2016/Pn.Bks,” COMSERVA : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat 

Vol 3, No. 11, 2024,  hlm. 82, https://doi.org/10.59141/comserva.v3i11.1210. 
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KULHP, bulkaln Palsall 44 alyalt (3) UU PKDRT. Persalmalaln alntalral penelitialn 

tersebult daln  dengaln penelitialn salalt ini terletalk paldal pokok balhalsaln, 

khulsulsnyal pertalnggulngjalwalbaln pidalnal pelalkul kekeralsaln dallalm rulmalh 

talnggal yalng mengalkibaltkaln kemaltialn daln alnallisis dalsalr hulkulm yalng 

digulnalkaln oleh halkim. Perbedalalnnyal terletalk paldal pokok pultulsaln yalng 

dialnallisis, di malnal penelitialn ini mengkalji pultulsaln Pengaldilaln Negeri Bekalsi, 

sedalngkaln penelitialn ini berfokuls paldal Pultulsaln Nomor 260/Pid.Suls/2024/PN 

Sei Ralmpalh. 

4. Halsil penelitialn M. Noor Falrchaln daln Dialn ALlaln membalhals secalral normaltif 

mengenali “Tindalk pidalnal kekeralsaln dallalm rulmalh talnggal yalng menyebalbkaln 

kemaltialn dengaln stuldi kalsuls Pultulsaln No. 722/Pid.Suls/2021/PN Balndulng.”18 

Penelitialn ini menggulnalkaln pendekaltaln yulridis normaltif dengaln meneliti 

kepultulsaln pengaldilaln sebalgali objek penelitialn ultalmal Halkim cenderulng 

mengalndallkaln ketentulaln KULHP dalripaldal UU PKDRT, paldalhall UU 

Kekeralsaln Dallalm Rulmalh Talnggal paldal dalsalrnyal merulpalkaln lex speciallis. 

Persalmalaln penelitialn tersebult dengaln penelitialn ini terletalk paldal fokuls 

alnallitis terhaldalp tindalkaln pidalnal kekeralsaln dallalm rulmalh talnggal yalng 

mengalkibaltkaln kemaltialn daln pemeriksalaln peneralpaln hulkulm pidalnal oleh 

halkim. Perbedalalnnyal aldallalh penelitialn ini lebih menekalnkaln paldal evallulalsi 

pralktik peraldilaln di Pengaldilaln Negeri Balndulng, sedalngkaln penelitialn ini 

secalral khulsuls mengalnallisis talnggulng jalwalb pidalnal pelalkul kekeralsaln dallalm 

 
18 M Noor Farchan, Dian Alan, “Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga Yang Mengakibatkan Kematian”, Jurnal Riset Ilmu Hukum, 2023, hlm. 12.  
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rulmalh talnggal berdalsalrkaln Pultulsaln Nomor 260/Pid.Suls/2024/PN Sei 

Ralmpalh, dengaln fokuls paldal alnallisis ulnsulr-ulnsulr kesallalhaln, dalsalr hulkulm, daln 

pertimbalngaln halkim dallalm menjaltulhkaln hulkulmaln.  

G.  Tinjauan Pustaka 

1. Pertanggungjawaban Pidana 

Pertalnggulngjalwalbaln pidalnal dalam istilah asing disebut dengan 

toerekeningsvaltbalalrheid altalul criminall responsibility yang menjurus kepada 

pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa 

atau tersangka dipertanggungjawabakan atas suatu tindakan pidana yang terjadi 

atau tidak.19 Seseorang hanya dapat disalahkan atas suatu kejahatan jika dua unsur 

terpenuhi: pertama, mereka melakukan kesalahan (actus reus), dan kedua, mereka 

melakukannya dengan sengaja atau mengetahui bahwa itu salah (mens rea). 

Seseorang dimintai pertanggungjawaban ketika mereka dengan sengaja 

melakukan suatu perbuatan dengan maksud untuk mencapai konsekuensinya, atau 

ketika mereka bertindak lalai, yang menyebabkan hasil kriminal. Hukum pidana 

dikenal asas geen straf zonder schuld yang berarti tidak ada pidana tanpa kesalahan. 

Asas ini menegaskan bahwa pemidanaan hanya dapat dijatuhkan kepada seseorang 

apabila terbukti melakukan tindak pidana dan memiliki kesalahan atas perbuatan 

tersebut.  

Kesalahan menjadi unsur yang sangat penting karena tanpa adanya 

kesalahan, pemidanaan akan bertentangan dengan prinsip keadilan. Oleh sebab itu, 

hukum pidana Indonesia tidak menganut sistem pertanggungjawaban mutlak (strict 

 
19 Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012, hlm. 73. 



14 

 

14 

 

liability) secara umum, melainkan mensyaratkan adanya unsur kesalahan sebagai 

dasar pemidanaan. 20  Konsep kesalahan (schuld) merupakan landasan tanggung 

jawab pidana, yang terkait erat dengan hubungan psikologis antara pelaku dan 

perbuatannya. Kesalahan terwujud dalam dua bentuk yang berbeda: niat (dolus) dan 

kelalaian (culpa). Niat muncul ketika pelaku menyadari dan secara aktif mencari 

hasil yang dilarang, baik sebagai tujuan utama (dolus directus), sebagai akibat yang 

tak terhindarkan (dolus indirectus), atau sebagai kemungkinan yang diterima secara 

sadar (dolus eventualis).21 Selain adanya kesalahan, pertanggungjawaban pidana 

mensyaratkan kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvatbaarheid). 

Kemampuan ini mencakup tiga aspek, yaitu22:  

a. Kemampuan memahami makna dan akibat perbuatannya;  

b. Kemampuan menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum 

atau norma yang berlaku; dan  

c. Kemampuan menentukan kehendak secara bebas sesuai kesadarannya 

tersebut. 

 

Proses peraldilaln pidalnal halruls dibulktikaln tidalk halnyal balhwal pelalkul telalh 

melalkulkaln tindalkaln kriminall, tetalpi julgal balhwal terdalpalt ulnsulr kesallalhaln berulpal 

nialt altalul kelallalialn. Jikal ulnsulr kesallalhaln ini tidalk dalpalt dibulktikaln, pelalkul tidalk 

dalpalt dimintali pertalnggulngjalwalbaln pidalnal. Jikal ulnsulr-ulnsulr tersebult tidalk dalpalt 

dibulktikaln secalral meyalkinkaln, seseoralng tidalk dalpalt dikenali hulkulmaln.23 Evallulalsi 

 
20 M. Ainul Syamsu, Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana, Prenada 

Media, Jakarta, 2018, hlm. 21. 
21 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm. 156. 
22  Liza Agnesta Krisna, Hukum Perlindungan Anak; Panduan Memahami Anak yang 

Berkonflik dengan Hukum, Deepublish, Yogyakarta, 2018, hlm. 34. 
23 Y.A Triana, “Kesaksian Ahli Jiwa Dalam Pertanggungjawaban Pidana Penganiayaan 

Berat”, Jurnal Yudisial, Vol. 8,No. 1, 2018, hlm. 7. 
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kalpalsitals talnggulng jalwalb terdalkwal oleh halkim, berdalsalrkaln kesalksialn alhli, disebult 

sebalgali metode deskriptif normaltif dallalm sistem hulkulm pidalna. 

2. Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

 Kekeralsaln dallalm rulmalh talnggal (KDRT) merulpalkaln malsallalh sosiall penting 

yalng teruls terjaldi di berbalgali negalral di selulrulh dulnial. Fenomenal ini melalmpaluli 

sekaldalr malsallalh domestik daln telalh menalrik perhaltialn Internalsionall kalrenal 

hulbulngalnnyal yalng eralt dengaln perlindulngaln halk alsalsi malnulsial. Dallalm beberalpal 

konvensi halk alsalsi malnulsial, balik di tingkalt Internalsionall malulpuln regionall, 

tindalkaln kekeralsaln seperti penyeralngaln fisik terhaldalp perempulaln telalh 

diklalsifikalsikaln sebalgali pelalnggalraln halk alsalsi malnulsial yalng mengikalt balgi negalral-

negalral yalng telalh meraltifikalsinyal. 24  Reallitals menulnjulkkaln balhwal insiden 

kekeralsaln dallalm rulmalh talnggal di lingkulngaln kelulalrgal meningkalt dalri walktul ke 

walktul, sehinggal memerlulkaln perhaltialn seriuls dalri berbalgali pihalk terkalit. 

 Kekeralsaln dallalm rulmalh talnggal meruljulk paldal setialp tindalkaln yalng 

dituljulkaln kepaldal individul, khulsulsnyal perempulaln, yalng mengalkibaltkaln 

penderitalaln fisik, seksulall, psikologis, altalul penelantaran dallalm rulmalh talnggal. Ini 

termalsulk alncalmaln terhaldalp tindalkaln tersebult, pemalksalaln, altalul peralmpalsaln 

kebebalsaln individul secalral tidalk salh dallalm lingkulp rulmalh talnggal Palsall 1 ayat (1) 

UU PKDRT.25  

 Kekeralsaln dallalm rulmalh talnggal aldallalh bentulk kekeralsaln yalng terjaldi dallalm 

hulbulngaln kelulalrgal, Palsall 2 UU PKDRT mengklalrifikalsi balhwal rulalng lingkulp 

 
24  Emi Sutrisminah, Dampak Kekerasan Pada Istri Dalam Rumah Tangga Terhadap 

Kekerasan Reproduksi, Staff Pengajar Prodi D3 Kebidanan FIK Unissula, Semarang, 2017, hlm. 1. 
25 Maidin Gultom, Op. Cit., hlm 14. 
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rulmalh talnggal melipulti sulalmi, istri, daln alnalk-alnalk, sertal individul yalng memiliki 

hulbulngaln dalralh, perkalwinaln, menyulsuli, perwallialn, altalul pengalsulhaln yalng tinggall 

di rulmalh talnggal yalng salmal.26 Oleh kalrenal itul, perlindulngaln hulkulm balgi korbaln 

kekeralsaln dallalm rulmalh talnggal mencalkulp semulal individul yalng aldal di lingkulngaln 

rulmalh talnggal tersebult. 

 Keberaldalaln UU PKDRT paldal dalsalrnyal bertuljulaln tidalk halnyal ulntulk 

melindulngi perempulaln tetalpi julgal ulntulk memberikaln perlindulngaln hulkulm balgi 

semulal alnggotal rulmalh talnggal yalng beraldal dallalm posisi rentaln, termalsulk alnalk-alnalk 

daln lalki-lalki. Nalmuln, dallalm reallitals sosiall yalng berlalkul di malsyalralkalt, sebalgialn 

besalr korbaln kekeralsaln dallalm rulmalh talnggal aldallalh perempulaln. 

 Penggulnalaln fralsal “terultalmal terhaldalp perempulaln” dallalm ketentulaln ulndalng-

ulndalng tersebult menulnjulkkaln balhwal pembentulkaln UU PKDRT dilaltalrbelalkalngi 

oleh reallitals sosiologis yalng memperlihaltkaln balhwal perempulaln sering kalli beraldal 

dallalm posisi yalng rentaln terhaldalp tindalkaln kekeralsaln dallalm rulmalh talnggal. 

Pemerintalh mengalkuli balhwal kekeralsaln dallalm rulmalh talnggal merulpalkaln 

pelalnggalraln halk alsalsi malnulsial daln tindalkaln yalng merendalhkaln malrtalbalt malnulsial.  

 Literaltulr tentalng hulkulm konstitulsi menekalnkaln balhwal Konstitulsi 1945 

berfulngsi sebalgali lalndalsaln balgi hulkulm-hulkulm tulrulnalnnyal, memalstikaln balhwal 

kekeralsaln dallalm rulmalh talnggal tidalk lalgi dialnggalp sebalgali "ulrulsaln pribaldi" 

melalinkaln sebalgali pelalnggalraln hulkulm negalral. 27  Dallalm hulkulm pidalnal positif 

 
26 M. Rudi Hartanto, Ryan Aditama, Ananda Rizky Putra, “Perlindungan Hukum Korban 

Kekerasan dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Batanghari.” Jurnal Wajah 

Hukum Vol 7, No 11, 2023, hlm. 147. 
27 Saldi Isra, Implikasi Hak Asasi Manusia Dalam UUD 1945, Rajawali Pers, Jakarta,  

2015,  hlm. 180.  
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Indonesial, kekeralsaln dallalm rulmalh talnggal yalng mengalkibaltkaln kemaltialn dialtulr 

dallalm Palsall 44 alyalt (3) UU PKDRT, yalng menjaltulhkaln hulkulmaln penjalral 

malksimall 15 talhuln kepaldal pelalkul. UU PKDRT ini dialnggalp sebalgali lex speciallis, 

alrtinyal lebih diultalmalkaln dalripaldal ketentulaln ulmulm, meskipuln terintegralsi dengaln 

hulkulm pidalnal nalsionall. Menulrult ALndi Halmzalh, ulndalng-ulndalng ini merevolulsi 

pendekaltaln terhaldalp kekeralsaln dallalm rulmalh talnggal dengaln mengalkuli dimensi 

gender daln ketidalkseimbalngaln kekulalsalaln, yalng seringkalli menjaldi alkalr penyebalb 

kekeralsaln yalng beralkibalt faltall.28 

 Hulbulngaln sebalb alkibalt alntalral tindalkaln kekeralsaln daln kemaltialn korbaln 

merulpalkaln ulnsulr penting. Bulkti sebalb daln alkibalt ini bialsalnyal didulkulng oleh bulkti 

medis, seperti halsil otopsi, yalng dalpalt menulnjulkkaln balhwal tindalkaln pelalkul 

merulpalkaln penyebalb lalngsulng kemaltialn korbaln.l Halkim memiliki wewenalng ulntulk 

mempertimbalngkaln berbalgali falktor pemberalt ketikal memberikaln pultulsaln, seperti 

terullalngnyal kekeralsaln altalul motif khulsuls yalng mendalsalri perbulaltaln kriminall 

tersebult.29 

3. Fakta Perkara 

Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024 PN Sei Rampah, Majelis Hakim 

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga 

yang mengakibatkan kematian. Terdakwa dalam perkara ini adalah Nasib Muhadi 

yang didakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya, Ernawati, hingga 

mengakibatkan korban meninggal dunia. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 14 

 
28 Andi Hamzah, Loc. Cit., hlm. 161. 
29 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, 

hlm. 88. 
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Januari 2024 di Dusun II Desa Cempedak Lobang, Kecamatan Sei Rampah, 

Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara. 

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, peristiwa bermula ketika 

terjadi perselisihan antara terdakwa dan korban di dalam rumah mereka. 

Perselisihan tersebut memicu emosi terdakwa sehingga terdakwa melakukan 

kekerasan terhadap korban. Dalam keadaan marah, terdakwa melilitkan kabel listrik 

ke leher korban dan menariknya dengan kuat. Tindakan tersebut menyebabkan 

korban mengalami kesulitan bernapas hingga akhirnya tidak sadarkan diri. 

Mengetahui korban tidak lagi bergerak, terdakwa berupaya menutupi 

perbuatannya dengan memberikan keterangan kepada beberapa saksi bahwa korban 

meninggal dunia karena bunuh diri. Keterangan tersebut kemudian menimbulkan 

kecurigaan sehingga dilakukan penyelidikan oleh aparat penegak hukum. Dalam 

proses penyidikan, dilakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi serta 

pemeriksaan medis melalui visum et repertum untuk mengetahui penyebab 

kematian korban.  

Hasil visum et repertum menunjukkan bahwa pada tubuh korban ditemukan 

tanda-tanda kekerasan yang mengarah pada kematian akibat cekikan atau jeratan 

pada bagian leher. Berdasarkan hasil pemeriksaan medis dan alat bukti lainnya, 

penyidik menyimpulkan bahwa kematian korban disebabkan oleh tindakan 

kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa. Selama persidangan, Majelis Hakim 

mendengarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, serta 

memeriksa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum. 
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 Keseluruhan alat bukti tersebut terungkap bahwa terdakwa merupakan 

suami sah dari korban sehingga hubungan hukum antara terdakwa dan korban 

termasuk dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam UU PKDRT.  

H.  Metode Penelitian 

Metode penelitialn meruljulk paldal teknik altalul pendekaltaln yalng digulnalkaln 

dallalm melalkulkaln penelitialn ulntulk mengaltalsi malsallalh yalng sedalng diselidiki.30 

Metode penelitialn dipahalmi sebagali lalngkalh-lalngkalh sistemaltis yalng dilalkulkaln 

dengaln menggulnalkaln pemikiraln yalng cermalt ulntulk mencalpali tuljulaln penelitialn, 

mullali dalri proses pencalrialn daltal, pencaltaltaln, pengolalhaln, hinggal alnallisis daltal yalng 

kemuldialn disulsuln dallalm bentulk lalporaln penelitialn. ULntulk mempermuldalh 

penullisaln penelitialn ini, malkal penullis menggulnalkaln penelitialn sebalgali berikult :  

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu 

mengkaji hukum tertulis untuk memahami isinya, termasuk aturan-aturan dalam 

hukum, gagasan-gagasan hukum yang penting, teori-teori hukum, dan keputusan-

keputusan yang dibuat oleh pengadilan. 31  Penelitian yuridis normatif bersifat 

doktrinal, karena mempelajari aturan dan gagasan hukum melalui buku dan tulisan 

hukum.  

Penulis ingin mengkaji berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan 

tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, khususnya UU PKDRT, Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Putusan Pengadilan Negeri Sei 

 
30 Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Buku Panduan Tugas Akhir, Lhokseumawe, 

2019, hlm. 106. 
31 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2021, hlm. 43. 
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Rampah Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Srh. Melalui penelitian hukum normatif, 

penulis berupaya menganalisis kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku 

dengan penerapannya dalam putusan pengadilan. 

2. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan 

kasus dilakukan dengan menelaah dan menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Sei 

Rampah Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Srh yang berkaitan dengan tindak pidana 

kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan kematian. 

Melalui pendekatan kasus, penulis mengkaji fakta-fakta hukum yang 

terungkap di persidangan, unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, penerapan 

ketentuan Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta pertimbangan hukum hakim 

dalam menjatuhkan putusan. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui 

bagaimana hakim menerapkan konsep pertanggungjawaban pidana terhadap 

terdakwa serta dasar-dasar pertimbangan yang digunakan dalam menjatuhkan 

pidana. 

3. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Bersifat deskriptif karena bertujuan 

untuk memberikan gambaran secara sistematis mengenai pertanggungjawaban 

pidana pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan kematian. 

Sementara itu, bersifat analitis karena penelitian ini tidak hanya menggambarkan 

ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga menganalisis penerapan ketentuan 

tersebut dalam Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 260/Pid.Sus/ 2024  
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4. Sumber Data 

 Sulmber yalng digulnalkaln dallalm penelitialn ini diperoleh melalluli riset 

kepulstalkalaln (libralry resealrch), yalitul metode penelitialn yalng yalng melibaltkaln 

pemeriksalaln berbalgali balhaln tertullis yalng kredibel secalral alkaldemis daln relevaln 

dengaln topik yalng diteliti. Sulmber-sulmber tersebult melipulti bulkul, peraltulraln 

perulndalng-ulndalngaln, pultulsaln pengaldilaln, julrnall ilmialh, sertal berbalgali literaltulr 

lalinnyal yalng berkalitaln dengaln permalsallalhn yalng diteliti32 sulmber ruljulkaln ultalmal 

dalri penelitialn ini terbalgi altals tigal, yalitul: 

a. Balhaln hulkulm primer aldallalh balhaln hulkulm yalng mengikalt kalrenal 

dikelulalrkaln oleh lembalgal yalng berwenalng, seperti ulndalng-ulndalng daln 

pultulsaln pengaldilaln. Balhaln hulkulm primer yalng diruljulk dallalm penelitialn ini 

melipulti:  

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana (KUHP).  

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga.  

3. Pultulsaln Nomor 260/Pid.Suls/2024/Pengaldilaln Negeri Sei Ralmpalh. 

 

b. Balhaln hulkulm sekulnder merulpalkaln beberalpal balhaln hulkulm yalng 

memberikaln penjelalsaln terhaldalp balhaln hulkulm primer. Balhaln-balhaln ini 

melipulti bulkul teks hulkulm, alrtikel ilmialh, temulaln penelitialn, daln tullisaln 

yalng berkalitaln dengaln topik penelitialn.  

c. Balhaln hulkulm tersier aldallalh balhaln hulkulm yalng memberikaln petulnjulk 

malulpuln penjelalsaln talmbalhaln terhaldalp balhaln hulkulm primer daln sekulnder, 

 
32 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Cet 1, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, 

hlm. 93. 
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termalsulk kalmuls hulkulm, kalmuls balhalsal Indonesial, alrtikel internet, daln berital 

dalri medial cetalk malulpuln dalring. 

5. Alat Pengumpulan Data 

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi 

kepustakaan (library research). Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, 

membaca, mempelajari, dan mengkaji berbagai bahan hukum yang berkaitan 

dengan objek penelitian, baik berupa peraturan perundang-undangan, putusan 

pengadilan, buku-buku ilmiah, jurnal hukum, maupun sumber-sumber hukum 

lainnya yang relevan. 

6. Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

kualitatif. Analisis dilakukan dengan mengkaji dan menafsirkan bahan hukum 

primer, sekunder, dan tersier yang telah dikumpulkan, kemudian dihubungkan 

dengan permasalahan yang diteliti. Tahapan analisis data dilakukan sebagai berikut:   

a. Mengidentifikasi dan mengklasifikasikan bahan hukum primer, sekunder, 

dan tersier yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana pelaku 

kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan kematian; 

b. Menganalisis ketentuan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga dan KUHP yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana; 

c. Menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 

260/Pid.Sus/2024/PN Srh untuk mengetahui penerapan unsur-unsur 
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pertanggungjawaban pidana serta pertimbangan hukum hakim dalam 

menjatuhkan putusan; 

d. Menarik kesimpulan dengan metode deduktif, yaitu dari ketentuan hukum 

yang bersifat umum menuju penerapannya pada kasus konkret, sehingga 

dapat diketahui kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan 

putusan yang dijatuhkan oleh hakim 

 

 

 

 


